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PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  

BERENCANA NASIONAL 

NOMOR 1 TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN  

DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN  

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk mewujudkan peraturan kepala Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang 

berkualitas dalam mendukung program Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga perlu 

menciptakan keseragaman metode yang, standar dan 

mengikat dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;  

b. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 

245/PER/B4/2012 tentang Pedoman Tata Cara 

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di 

Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional masih terdapat kekurangan dan 

belum dapat menampung kebutuhan unit kerja mengenai 

pembantukan Peraturan Kepala Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
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Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional tentang Tata Cara Pembentukan 

Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5080); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian,  yang telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 

110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas 

Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 11); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan 

Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara 

Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1071); 

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional; 

8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

Provinsi; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  

KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG 

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN 

KEPALA BADAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN 

KELUARGA BERENCANA NASIONAL. 

 

www.peraturan.go.idwww.peraturan.go.id



2017, No. 203 -4- 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:  

1. Pembentukan Peraturan Kepala Badan adalah 

pembuatan Peraturan Kepala Badan yang mencakup 

tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 

2. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional yang selamjutnya disebut Peraturan 

Kepala Badan adalah Peraturan Kepala Badan yang 

bersifat mengatur dan berlaku secara umum. 

3. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Kepala 

Badan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. 

4. Materi Muatan Peraturan Kepala Badan adalah materi 

yang dimuat dalam Peraturan Kepala Badan sesuai 

dengan jenis, fungsi, dan substansinya. 

5. Pemrakarsa adalah unit kerja di lingkungan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang 

mengajukan usul dan menyiapkan pokok-pokok materi 

atau rancangan Peraturan Kepala Badan dalam 

penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga 

Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga, secara 

tertulis. 

6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Instansi 

Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di 

bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan 

keluarga berencana. 

7. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah 

Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas 

pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan 

penyelenggaraan keluarga berencana. 
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Pasal 2 

Asas-asas dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan 

adalah: 

a. kejelasan tujuan; 

b. pemrakarsa yang tepat; 

c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; 

d. dapat dilaksanakan; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. kejelasan rumusan; dan 

g. keterbukaan. 

  

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

 

Pasal 3 

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai acuan dan 

pedoman dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan di 

lingkungan BKKBN. 

 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk: 

a. mewujudkan keseragaman bentuk Peraturan Kepala 

Badan; 

b. mewujudkan keterpaduan materi dan koordinasi 

dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan; 

c. menjamin kesesuaian dan harmonisasi Peraturan 

Kepala Badan dengan peraturan perundang-

undangan terkait lainnya dalam sistem hukum 

nasional; 

d. menjamin kepastian hukum; dan 

e. meningkatkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum. 

 

Pasal 5 

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi: 

a. perencanaan; 

b. penyusunan; 

www.peraturan.go.idwww.peraturan.go.id


